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Pemerintah daerah dapat dikatakan sebagai satuan atas wilayah yang 
diberikan sistem secara tidak langsung (desentralisasi) oleh pemerintah 
pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Sistem desentralisasi ini 
berlaku di Indonesia karena untuk mempermudah dalam pembagian 
sumber daya dan dalam proses kontroling sistem. Pemerintah pusat telah 
memberikan prosedur yang sangat baik untuk memantau apakah sumber 
daya yang diberikan telah sesuai sasaran atau belum dengan hanya melihat 
laporan keuangan. Jadi ketika pemerintah pusat memberikan sumber daya 
terhadap pemerintah daerah, seharusnya Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat 
guna pembangunan pemerintah daerah. Mekanisme itulah yang diinginkan 
oleh kedua pihak antara pemerintah dan masyarakat luas saat ini. 
Di dalam laporan keuangan terdapat berbagai macam informasi yang 
begitu lengkap mengenai gambaran atas penggunaan sumber daya yang 
digunakan. Apabila sumber daya diselewengkan oleh oknum-oknum yang 
tidak bertanggungjawab pastilah didalam laporan keuangan tersebut akan 
mudah sekali ditemukan kejanggalan yang membuat laporan keuangan 
tidak baik atau tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk itu laporan 
keuangan yang baik seharusnya bersifat transparan dan akuntanbel. Sesuai 
dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 telah tertulis bahwa laporan keuangan 
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sudah diwajibkan bahkan diharuskan untuk transparan dan akuntanbel. 
Transparan artinya bahwa dalam pembuatan laporan keuangan tidak ada 
informasi-informasi yang ditutup-tutupi, sehingga laporan keuangan 
memang bentuk pengungkapan atau disclosure atas kejadian-kejadian 
yang ada. Sedangkan untuk akuntabel yaitu bahwa laporan keuangan 
secara jelas dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut juga tercantum 
dalam Peraturan Peraturan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintah. Selain itu laporan 
keuangan yang baik juga mencakup beberapa aspek-aspek antara lain 
ekonomis, efisien, dan serta efektif. 
Karena merupakan hasil dari disiplin ilmu akuntansi, laporan 
keuangan pemerintah daerah untuk setiap periode tertentu juga mengalami 
auditing guna memberikan penilaian bagaimana dengan apa yang 
tercantum dalam laporan keuangan pemerintah daerah tersebut. Dalam 
penilaian BPK akan mengeluarkan opini sebagai berikut: Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) artinya bahwa laporan keuangan pemerintah daerah 
benar-benar disajikan dengan wajar dan juga berkualitas, Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) hal ini terjadi apabila auditor menemukan temuan 
dengan beberapa rekening untuk dikecualikan, Tidak Wajar (TW) hal ini 
terjadi ketika auditor menenukan berbagai macam kesalaham yang bersifat 
materialitas dan berdampak tidak baik untuk pengambilan keputusan, dan 
yang terakhir yaitu auditor tidak memberikan opini (TMP). 
3 
 
Menurut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Semester 1 
Tahun 2018, BPK memuat hasil atas 542 objek pemeriksaan keuangan. 
Bagian objek tersebut terdiri atas 34 LK pemprov, 415 pemkab, dan 93 LK 
dari pemkot. Temuan tersebut menghasilkan data sebagai berikut yang 
dibagi menjadi 411 mendapati Wajar Tanpa Pengendalian (WTP), 113 
didapati Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan opini tidak menyatakan 
atas opini (TMP) sebanyak 18. Hasil dari temuan tersebut merupakan hal 
yang memang menggembirakan pasalnya untuk tren opini  Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari tahun ke tahun naik, dari yang awalnya 30% 
pada tahun 2013 dan ditutup diangka 76% pada tahun 2017. 
 
Grafik 1.1. Opini LKPD Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah 
Tren ini ternyata juga terjadi pada 3 kategori objek pemeriksaan 
keuangan pada provinsi, kabupaten, dan juga kota. Meskipun begitu masih 
ada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disajikan tidak 
sesuai terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) atau mungkin juga 
karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Bedasarkan data 
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tersebut pemerintah masih perlu untuk meningkatkat kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). 
Untuk meningkatkan kualias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) berbagai macam sebab terus di gali untuk menyudutkan kembali 
factor-faktor yang mempengaruhi. Kompetensi sumber daya manusia 
menjadi factor untuk meningkatkan kualias Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD). Sumber daya manusia menjadi factor penentu yang 
penting ketika menetukan keputusan atas dasar analisis Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD). Hal yang biasa terjadi yaitu ketika tidak 
semua yang berada pada bagian keuangan bukan berasal dari bidang 
ekonomi, dan pada akhirnya keputusan atas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD) bisa saja tidak menyeluruh dan tidak tepat 
sasaran. Sumber daya manusia juga adalah yang yang berwenang untuk 
mengelola sumber daya alam sehingga memang harus memiliki 
kompetensi untuh mengolah secara efektif dan juga efisien 
Faktor yang kedua yaitu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 
yang benar dan sesuai akan mempermudah dalam menentukan dalam 
penghitungan metode-metode yang ada. Sistem Akuntansi Keuangan 
Daerah (SAKD) ini bertujuan untuk selalu meningkatkan akuntanbilitas 
dan pengelolaan keuangan pada pemerintahan (Nurillah & Muid, 2014). 
Sebagai contoh pada awal era akuntansi berkembang menggunakan single 
entry, namun karena untuk kebutuhan akan catatan yang lebih lengkap dan 
supaya lebih aman digunakanlah double entry hingga saat ini. Sistem 
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Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) juga digunakan untuk 
mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan serta mengolah data 
keuangan yang disajikan oleh masyarakat luas. 
Pemanfaatan teknologi informasi memang menjadi problematika 
tersendiri untuk daerah yang agaknya jauh dari perkotaan. Entah itu karena 
tidak adanya sarana teknologi, tidak adanya sumber daya manusia yang 
dapat menggunakan teknologi, atau bahkan juga karena tidak adanya 
listrik masuk di daerah tersebut. Gap yang terlihat antara daerah yang telah 
menggunakan teknologi informasi dan yang belum menggunakan 
teknologi informasi pasti akan terlihat sekali. Berbagai prosedur-prosedur 
masih dibuat secara manual sehingga dapat dipastikan bahwa waktu yang 
digunakan akan lebih lama. Namun ternyata juga masih ada juga daerah 
yang sudah memanfaatkan tekonologi informasi namun kenerjanya tidak 
jauh berbeda dengan daerah yang tidak menggunakan teknologi infomasi. 
Kembali lagi jika ini merupakan kegagalan yang terjadi entah itu pada 
sistem akuntansi keuangan daerah atau pada sumber manusianya. 
Keempat yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian 
internal yang  baik dapat mencegah keterjadian kecurangan/ fraud yang 
terjadi pada laporan keuangan. Melalui kebijakan yang ketat, sistem 
hukum yang bejalan secara baik, atau juga bisa menutup segala 
kemungkinan celah yang dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan. 
Melalui deteksi dini dapat memberikan signal-signal kewaspadaan yang 
lebih dan harus segera diatasi. Untuk itu dalam penyusunan sistem 
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pengendalian internal ini tidak dilakukan oleh sembarangan orang. Orang-
orang yang berkompeten, manajer utama, manajer tingkat divisi,dan juga 
pihak-pihak yang tekait harus berdiskusi bersama untuk membahas sistem 
pengendalian internal tersebut. 
Dari penelitian yang sebelumnya yang dilaksanan oleh (Nurillah & 
Muid, 2014) yang menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, 
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi 
Informasi dan Sistem Pengendalian Internal di Kota Depok memiliki 
pengaruh yang signifikan kearah yang posisitf terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah. Dari penelitian tersebut dituliskan 
keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya di lakukan di Kota Depok, 
untuk itu terkait dengan uraian paragraph diatas, maka dengan senang hati 
penulis menambahkan objek lain yaitu Kabutapen Karanganyar sebagai 
kepentingan validitas dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, 
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, 
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM 
PENGENDALIAN INTERNAL  TERHADAP KUALITAS 
LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris Pada OPD 
Kabupaten Karanganyar)”. 
1.2.Perumusan Masalah 




1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif 
pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 
2. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) 
berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah? 
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif pada 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? 
1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan atas uraian latar belakang, dapat dinyatakan 
tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah kompetensi sumber daya 
manusia berpengaruh positif kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah. 
2. Untuk mengetahui apakah sistem akuntansi keuangan 
daereah (SAKD) berpengaruh positif kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah. 
3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi 




4. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal 
berpengaruh positif kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah. 
1.3.2. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan atas uraian latar belakang, dapat dinyatakan 
tujuan penelitia sebagai berikut: 
1. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan manfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) di Karanganyar untuk mengevaluasi kinerja 
pegawai dan juga agar menjadi pertimbangan dalam 
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. 
2. Bagi peneliti berikutnya, penelitian ini akan menambah 
bukti empiris tentang pengaruh Kompetensi Sumber Daya 
Manuisa, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem 
Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan pemerintah daerah. 
1.4.Sistematika Penulisan 
Terbagi menjadi lima bagian dalam penelitan ini yang bisa kita lihat 
sebagai penjabaran berikut: 
Pertama, BAB 1 PENDAHULUAN yang berisi sub bagian bab antara 
lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
dan sistematika penulisan. 
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Kedua, BAB II LANDASAN TEORI yang berisi sub bagian bab 
antara lain pemerintah daerah, laporan keuangan, laporan keuangan 
pemerintah daerah, sumber daya manusia, kompetensi sumber daya 
manusia, sistem, akuntansi pemerintah, pemahaman sistem akuntansi 
keuangan daerah, teknologi informasi, sistem pengendalian internal, 
perumusan hipotesis, kerangka piker, dan definisi dan pengukuran 
variabel. 
Ketiga, BAB III METODE PENELITIAN yang berisi sub bagian bab 
antara lain obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, metode 
pengumpulan data, dan desain analisis data dan uji hipotesis. 
Keempat, BAB IV HASIL ANALSIS yang berisi sub bagian bab 
antara lain gambaran umum penelitian responden, uji validitas, uji 
reliabilitas, statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan 
pembahasan hipotesis. 
Kelima, BAB V KESIMPULAN DAN SARAN yang berisi sub 
bagian bab antara lain kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran. 
